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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan masyarakat Indonesia dengan tanah air ketika berada di luar negeri 

masih menjadi persoalan yang relevan hingga saat ini. Salah satu contohnya terlihat 

dalam penindakan terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP) yang tidak memenuhi kewajiban pengabdian setelah 

menyelesaikan studi. Pada Februari 2026, LPDP melaporkan bahwa dari lebih dari 

600 penerima beasiswa yang ditelusuri, sebanyak 44 orang dikenai proses 

penindakan karena tidak memenuhi ketentuan tersebut. Delapan orang di antaranya 

telah diwajibkan mengembalikan dana beasiswa, sedangkan 36 lainnya masih 

menjalani proses pemeriksaan. Ketentuan LPDP mewajibkan penerima yang 

menyelesaikan studi di luar negeri untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia 

dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan di luar 

negeri dapat memunculkan hubungan yang kompleks dengan negara asal. 

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih 

baik dapat mendorong seseorang untuk tinggal lebih lama di luar negeri, tetapi pada 

saat yang sama tetap terdapat tuntutan untuk kembali dan memberikan kontribusi 

kepada Indonesia.1 Hubungan dengan tanah air ketika berada jauh dari Indonesia, 

dengan demikian, bukan hanya persoalan masa kini, tetapi juga memiliki akar 

dalam perjalanan sejarah Indonesia. 

Pada masa Revolusi Indonesia 1945-1949, misalnya, keberadaan orang 

Indonesia di luar negeri tidak membuat hubungan mereka dengan tanah air terputus. 

Para pelaut dan buruh Indonesia yang berada di Australia tetap mengikuti 

perkembangan politik di Indonesia. Keterikatan tersebut tumbuh dari pengalaman 

mereka sebagai bagian dari masyarakat kolonial, hubungan antarsesama orang 

Indonesia, serta interaksi dengan organisasi dan serikat buruh di Australia. Bagi 

mereka, perkembangan politik di Indonesia berkaitan langsung dengan kehidupan 

 
1 Fairuz Ahmad Robbani, dkk. “Fenomena Mahasiswa Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak 

Mau Kembali ke Indonesia.” Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter, 6 (4), 2023, hlm. 236-240. 
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dan kedudukan mereka sebagai orang Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 

17 Agustus 1945, keterikatan itu semakin kuat karena kemerdekaan yang baru 

diperoleh menghadapi ancaman dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. 

Keadaan tersebut mendorong sebagian pelaut dan buruh Indonesia di Australia 

untuk tidak hanya mengikuti perkembangan perjuangan di tanah air, tetapi juga 

mengambil tindakan dari tempat mereka berada.2 

Keterlibatan itu berkembang melalui jaringan pekerja dan organisasi buruh di 

Australia. Para pelaut dan buruh Indonesia berhubungan dengan serikat buruh 

Australia, terutama di kalangan pelaut dan pekerja pelabuhan, yang telah terbiasa 

menggunakan pemogokan, penolakan kerja, dan boikot sebagai bentuk perjuangan. 

Jaringan tersebut menjadi ruang bagi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia 

untuk diwujudkan dalam tindakan nyata. Sejak September 1945, dukungan tersebut 

berkembang menjadi aksi boikot terhadap kapal-kapal Belanda. Buruh pelabuhan, 

pelaut, dan pekerja lainnya menolak memberikan pelayanan kepada kapal-kapal 

Belanda, termasuk kegiatan bongkar muat dan penyediaan kebutuhan pelayaran. 

Aksi ini kemudian meluas ke sejumlah pelabuhan Australia dan melibatkan 

berbagai serikat buruh, sehingga perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia mendapat dukungan melalui gerakan pekerja lintas negara.3 

Gerakan tersebut tidak terlepas dari situasi politik setelah berakhirnya Perang 

Dunia II. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Belanda berusaha memulihkan 

kekuasaannya di Indonesia dengan mengirimkan personel, logistik, persenjataan, 

dan kebutuhan militer melalui jalur pelayaran internasional. Kapal-kapal Belanda 

yang singgah di pelabuhan Australia menjadi bagian dari jaringan pengangkutan 

tersebut. Kondisi ini menjadikan pelabuhan Australia sebagai ruang penting bagi 

buruh untuk menghambat kepentingan Belanda. Penolakan terhadap kapal-kapal 

tersebut tidak lagi sekadar persoalan hubungan kerja, tetapi berkembang menjadi 

bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesnya, 

aksi para pekerja Indonesia bertemu dengan dukungan serikat buruh Australia yang 

 
2 Ruppert Lockwood. “The Indonesian Exiles in Australia, 1942-47.” Indonesia, 1970, 10: 

37-56. 
3 Ruppert Lockwood, Armada Hitam, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 92-109. 
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memiliki sikap antikolonial dan menolak penggunaan tenaga maupun fasilitas 

pekerja Australia untuk membantu Belanda memulihkan kekuasaannya di 

Indonesia.4 

Pada masa awal revolusi fisik Indonesia (1945-1949), Australia menjadi salah 

satu negara yang memberikan dukungan nyata terhadap perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Dukungan tersebut terlihat baik dari sikap masyarakat maupun 

pemerintahnya yang bersimpati pada Republik Indonesia. Perwakilan Australia 

dalam Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia, seperti Judge 

Kirby dan T.C. Critchley, berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan 

internasional bagi Indonesia. Kirby menentang tindakan militer Belanda dan 

mendorong penyelesaian damai, sementara Critchley menjembatani komunikasi 

antara Indonesia, Belanda, dan PBB.5 Mereka menunjukkan sikap yang sangat 

simpatik terhadap perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan.  

Sejak September 1945, Waterside Workers Federation tampil sebagai pelopor 

gerakan boikot terhadap kapal-kapal Belanda. Para buruh pelabuhan secara tegas 

menolak memuat maupun membongkar barang dari kapal Belanda yang dianggap 

mendukung upaya kolonial untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Aksi 

ini segera mendapat sambutan luas dan memicu gelombang solidaritas di kalangan 

pekerja Australia. Serikat pelaut, pekerja transportasi, dan berbagai organisasi 

buruh lainnya turut bergabung, menjadikan gerakan boikot ini semakin besar dan 

terkoordinasi. Dukungan juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, 

kelompok politik kiri, dan kalangan akademisi yang menentang kolonialisme dan 

mendukung kemerdekaan Indonesia.6 

Gerakan boikot ini mencerminkan semangat solidaritas kebangsaan yang 

berlandaskan nilai-nilai persatuan, kebebasan, dan kemanusiaan. Bagi para buruh 

Indonesia di Australia, perjuangan antara Indonesia dan Belanda bukan sekadar 

 
4 Anthony Reid, The Indonesian National Revolution (1945-1950). (Melbourne: Longman, 

1974), hlm. 45. 
5 Philip Kitley, Richard Chauvel, & David Reeve., Australia di Mata Indonesia. (Jakarta: 

Gramedia, 1989), hlm. 419. 
6 Ruppert Lockwood, Armada Hitam, hlm. 91. 
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konflik regional, melainkan bagian dari gerakan global menentang kolonialisme 

dan penindasan.7 

Aksi solidaritas tersebut menunjukkan kesadaran bahwa kemerdekaan 

Indonesia memiliki makna universal sebagai perjuangan untuk keadilan dan hak 

menentukan nasib sendiri. Dukungan internasional seperti ini sangat berarti bagi 

Republik Indonesia yang saat itu masih berjuang memperoleh pengakuan dunia 

sebagai negara merdeka. Gerakan boikot di Australia pun menjadi simbol penting 

bahwa perjuangan rakyat Indonesia mendapat tempat dalam hati dunia internasional 

yang menentang ketidakadilan kolonial.8 

Aksi boikot yang dilakukan buruh Indonesia di Australia memiliki dampak 

yang signifikan terhadap perjuangan Indonesia. Penolakan mereka untuk memuat 

dan membongkar barang-barang Belanda menciptakan gangguan besar dalam 

upaya logistik kolonial. Hal ini memperlambat distribusi pasokan yang dibutuhkan 

untuk mendukung operasi militer Belanda di Indonesia. Selain itu, aksi ini juga 

memberikan tekanan ekonomi kepada Belanda, yang saat itu menghadapi tantangan 

besar dalam mempertahankan koloninya.9 

Gerakan ini juga menunjukkan bagaimana aksi kolektif yang dilakukan oleh 

kelompok kecil dapat memiliki dampak besar pada isu-isu global. Solidaritas yang 

ditunjukkan oleh buruh Australia membantu memperkuat posisi diplomatik 

Indonesia di mata dunia. Tindakan ini tidak hanya memberikan dukungan moral 

bagi para pemimpin Indonesia, tetapi juga menarik perhatian negara-negara lain 

terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan tersebut menjadi salah satu 

bentuk tekanan internasional yang memperkuat posisi Republik Indonesia dalam 

memperjuangkan pengakuan dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.10 

 
7 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia. (New York: Cambridge University Press, 

2013),  hlm. 87. 
8 Indria Prasty, “Kebijakan Perdana Menteri John Howard Terhadap Indonesia atas 

Dukungan Kemerdekaan Papua Di Australia.” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), 

hlm. 3. 
9 Calvin Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, (Hampshire: Palgrave, 

2001), hlm. 214. 
10 John Legge, Indonesia, (New Jersey: Prentice Hall, 1965), hlm. 56. 
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Gerakan boikot kemudian mulai berakhir pada akhir 1949 seiring dengan 

perubahan situasi politik Indonesia-Belanda. Pada 1 Desember 1949, konferensi 

yang melibatkan 17 serikat buruh memutuskan untuk mencabut black ban terhadap 

pelayaran Belanda antara Australia dan Indonesia. Keputusan tersebut berlangsung 

dalam konteks proses penyelesaian konflik Indonesia-Belanda yang kemudian 

mencapai tahap akhir melalui Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan 

Indonesia pada 27 Desember 1949.11  

“A conference of 17 trade unions today lifted a black ban on Dutch 

shipping between Australia and Indonesia, which has tied up trade for 

the past four years. Waterfront unions imposed the ban in Septenber, 

1945, to cut off supplies from dutch troops who were fighting native 

indonesian republican forces.” (Sebuah konferensi yang dihadiri oleh 

17 serikat buruh hari ini mencabut larangan boikot terhadap pelayaran 

Belanda antara Australia dan Indonesia, yang selama empat tahun 

terakhir telah menghambat kegiatan perdagangan. Serikat-serikat buruh 

pelabuhan memberlakukan boikot tersebut pada September 1945 

dengan tujuan menghentikan pasokan bagi pasukan Belanda yang 

sedang berperang melawan kekuatan Republik Indonesia pribumi).12  

 

Dengan berakhirnya konflik kolonial, gerakan boikot yang sebelumnya 

berfungsi sebagai bentuk solidaritas aktif pun secara alami mereda dan tidak 

dilanjutkan. 

Gerakan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan buruh tidak hanya terletak 

pada kemampuan mengorganisasi aksi di tingkat lokal, tetapi juga pada kemampuan 

membangun solidaritas lintas negara yang dapat memberikan tekanan terhadap 

kepentingan kolonial.13 Aksi ini menunjukkan bahwa kekuatan buruh tidak hanya 

terletak pada kapasitas mereka untuk mengorganisasi aksi lokal, tetapi juga pada 

kemampuan mereka untuk memengaruhi isu-isu global melalui solidaritas kolektif. 

Kisah ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kebebasan dapat 

melampaui batas-batas nasional dan menginspirasi perubahan di tingkat 

internasional.14 

 
11 Andri Wicaksono, “Sejarah Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda: Tinjauan Historis dalam 

Novel Indonesia,” Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, 2 (1), 2022, hlm. 28. 
12 “Dutch Shipping.” Kalgoorlie Miner, (Kalgoorlie, 2 Desember 1949), hlm. 5. 
13 Anthony Reid, The Indonesian National Revolution (1945-1950), hlm. 50. 
14 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, hlm. 90. 
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Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada gerakan boikot buruh terhadap 

kapal-kapal Belanda di Australia yang dilakukan oleh buruh Indonesia bersama 

serikat buruh pelabuhan dan organisasi buruh Australia pada masa Revolusi 

Indonesia, khususnya antara tahun 1945 hingga 1949 di berbagai pelabuhan utama 

Australia. Gerakan ini muncul sebagai respons atas upaya Belanda mengirimkan 

logistik dan persenjataan untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya di 

Indonesia, dan diwujudkan melalui penolakan memuat dan membongkar kapal 

Belanda, mobilisasi serikat buruh, serta koordinasi lintas organisasi pekerja. 

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran 

buruh Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong gerakan boikot di Australia 

sebagai dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Fokus 

kajian diarahkan pada mobilisasi jaringan buruh yang memungkinkan gerakan ini 

berlangsung efektif. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa 

perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari diplomasi kaum sipil 

maupun kekuatan militer, tetapi juga hasil dari solidaritas masyarakat akar rumput 

(grassroots), termasuk dari mereka yang berada jauh di luar tanah air. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan masalah penelitian 

berupa aksi buruh Indonesia di Australia yang beberapa kali menentang kebijakan 

pengangkutan kapal logistik Belanda. Untuk menjawab permasalahan tersebut, 

dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kehadiran serikat buruh Indonesia di Australia 

serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan boikot 

terhadap kapal-kapal Belanda pada masa Revolusi Indonesia tahun 1945-

1949? 

2. Bagaimana bentuk, mekanisme pelaksanaan, dan pengaruh gerakan boikot 

buruh Indonesia di Australia terhadap hubungan Indonesia-Belanda serta 

perjuangan diplomatik Republik Indonesia tahun 1945-1949? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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      Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui studi kasus gerakan boikot buruh 

Indonesia di Australia pada masa Revolusi (1945-1949). Sedangkan secara khusus, 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis latar belakang kehadiran dan perkembangan organisasi buruh 

Indonesia di Australia pada masa Perang Dunia II hingga awal Revolusi 

Indonesia, serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

munculnya gerakan boikot terhadap kapal-kapal Belanda tahun 1945-1949. 

2. Menjelaskan bentuk, mekanisme pelaksanaan, dan pengaruh gerakan boikot 

buruh Indonesia di Australia terhadap hubungan Indonesia-Belanda serta 

perjuangan diplomatik Republik Indonesia dalam mempertahankan 

kemerdekaan tahun 1945-1949. 

 

1.4 Kajian Pustaka 

Penyusun menggunakan sumber yang digunakan sebagai referensi, rujukan 

dan gambaran di dalam penyusunan penelitian Gerakan Boikot Buruh Indonesia di 

Australia pada Era Revolusi Tahun 1945-1949. Kajian pustaka tersebut penyusun 

gunakan untuk menambah wawasan dan sebagai pembanding kajian penelitian 

sebelumnya. Sumber yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini yaitu: 

1. Buku karya Rupert Lockwood berjudul “Armada Hitam.” 

      Dalam buku diuraikan mengenai peran signifikan gerakan buruh 

Australia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 

periode 1945-1949. Lockwood menyoroti bagaimana serikat buruh, 

khususnya di sektor maritim, melakukan aksi boikot terhadap kapal-kapal 

Belanda yang berupaya mengirim pasokan dan peralatan militer untuk 

menundukkan Republik Indonesia yang baru merdeka.  

      Aksi boikot ini, yang dikenal sebagai “Armada Hitam” atau Black 

Armada, dimulai pada September 1945 dan berlangsung hingga 1949. 

Gerakan ini melibatkan penolakan para buruh pelabuhan Australia untuk 
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memuat atau membongkar muatan dari kapal-kapal Belanda yang ditujukan 

untuk operasi militer di Indonesia.15 

      Berbeda dengan karya Lockwood, penelitian ini berupaya meninjau 

peristiwa yang sama dari sudut pandang Indonesia, khususnya dengan 

menyoroti peran buruh asal Indonesia di Australia dalam menginisiasi dan 

memperkuat gerakan boikot terhadap kapal-kapal Belanda. Penelitian ini 

tidak hanya menggambarkan solidaritas yang muncul, tetapi juga berusaha 

menganalisisnya sebagai bagian dari strategi perjuangan diplomasi dan 

politik luar negeri Indonesia pada masa revolusi. Dengan demikian, fokus 

penelitian ini tidak semata-mata pada aspek sosial buruh Australia, tetapi 

juga pada dimensi transnasional hubungan antara buruh Indonesia dan 

Australia dalam konteks perjuangan global melawan kolonialisme.  

2. Buku karya Mohamad Bondan berjudul “Genderang Proklamasi di Luar 

Negeri.”  

      Dalam buku Genderang Proklamasi di Luar Negeri karya Mohamad 

Bondan, mengisahkan peran penting komunitas Indonesia di Australia 

dalam mendukung kemerdekaan Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 

1945. Bondan, yang merupakan salah satu eks-digulis yang diasingkan ke 

Australia selama Perang Dunia II, memberikan perspektif langsung 

mengenai dinamika perjuangan tersebut. 

      Setelah mendengar berita Proklamasi, komunitas Indonesia di Australia, 

termasuk para pelaut dan buruh, segera mengambil tindakan nyata. Pada 

pertengahan September 1945, mereka, bersama dengan serikat buruh 

Australia, memulai aksi boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang berusaha 

mengirim pasokan dan tentara untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di 

Indonesia. Bondan menggambarkan suasana heroik di Brisbane, di mana 

sejak pukul 10 pagi, bendera Merah Putih berkibar di berbagai tempat, 

dibawa oleh warga Indonesia yang menunjukkan semangat nasionalisme 

mereka.  

 
15 Ruppert Lockwood, Armada Hitam, hlm. 92-109. 
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      Aksi boikot ini, yang dikenal sebagai “Armada Hitam” atau Black 

Armada, meluas ke kota-kota lain seperti Sydney, Melbourne, dan 

Fremantle. Puluhan kapal Belanda tertahan di pelabuhan-pelabuhan 

Australia, menghambat upaya Belanda untuk mengirim logistik dan 

personel militer ke Indonesia. Bondan menekankan bahwa aksi solidaritas 

ini tidak hanya melibatkan buruh Indonesia, tetapi juga buruh dari berbagai 

latar belakang, termasuk Australia, Tiongkok, dan India, yang bersama-

sama menentang upaya kolonialisme Belanda.16 

      Buku Genderang Proklamasi di Luar Negeri karya Mohamad Bondan 

merupakan catatan langsung dari salah satu pelaku diplomasi revolusi 

Indonesia di luar negeri. Karya ini berisi kesaksian personal mengenai 

upaya diplomatik dan solidaritas internasional dalam mendukung 

kemerdekaan Indonesia, termasuk di Australia. Namun, buku tersebut lebih 

menyoroti aspek diplomasi dan kegiatan politik luar negeri daripada 

dinamika sosial gerakan buruh itu sendiri. Penelitian ini berbeda karena 

berupaya menempatkan gerakan boikot buruh di Australia dalam kerangka 

analisis sejarah sosial dan transnasional. Fokus penelitian diarahkan pada 

peran buruh Indonesia dan hubungan mereka dengan serikat pekerja 

Australia sebagai bentuk solidaritas lintas negara yang berpengaruh 

terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, penelitian 

ini memberikan kontribusi baru terhadap historiografi Revolusi Indonesia 

dengan menyoroti dimensi sosial-ekonomi yang tidak dijabarkan secara 

mendalam dalam karya Bondan. 

3. Skripsi karya Reni Noeraini berjudul “Peranan Partai Buruh Australia 

Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1949.” 

      Reni Noeraini mencoba menganalisis bagaimana Partai Buruh Australia 

(Australian Labour Party) memberikan dukungan kepada Republik 

Indonesia selama masa revolusi. Ia menjelaskan latar belakang politik Partai 

Buruh dalam kebijakan luar negeri yang berorientasi anti-kolonialisme, 

 
16 Mohamad Bondan, Genderang Proklamasi di Luar Negeri, (Jakarta: Kawal, 1971), hlm. 

6-70. 
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bentuk-bentuk dukungan partikular seperti advokasi diplomatik dan tekanan 

politik, serta dampak dukungan tersebut terhadap perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Ia juga menemukan paradoks dalam posisi Partai Buruh, di mana 

mereka memiliki sikap anti-imperialistik sekaligus mempertimbangkan 

kepentingan Belanda dalam beberapa kebijakan.17 

      Perbedaan penelitian saya dengan karya Reni Noeraini terutama terletak 

pada titik perhatian dan aktor yang dikaji. Reni melihat dukungan Australia 

melalui kacamata Partai Buruh Australia sebagai lembaga politik yang 

berpengaruh dalam menentukan sikap resmi pemerintah terhadap Indonesia. 

Sementara itu, saya mengambil jalur yang berbeda. Penelitian saya 

memusatkan perhatian pada para buruh dan serikat pekerja yang terlibat 

langsung di lapangan, mulai dari aksi boikot terhadap kapal-kapal Belanda 

hingga peran buruh pelabuhan dan pelaut dalam mendorong solidaritas 

internasional. Dengan kata lain, meskipun sama-sama berbicara tentang 

dukungan dari pihak Australia pada masa awal kemerdekaan Indonesia, 

kajian saya bergerak pada level gerakan sosial dan aksi kolektif di akar 

rumput, bukan pada tingkat partai. 

4. Artikel dalam Jurnal karya Ruppert Lockwood berjudul “The Indonesian 

Exiles in Australia, 1942-1947.” 

      Rupert Lockwood membahas mengenai keberadaan eksil Indonesia di 

Australia pada periode 1942-1947, mencakup pelaut, prajurit Koninklijk 

Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), serta tahanan politik yang 

dipindahkan ke Australia selama pendudukan Jepang. Lockwood 

menelusuri kondisi sosial-politik yang mereka alami, mulai dari eksploitasi 

tenaga kerja hingga aksi pembangkangan, serta bagaimana pengalaman 

tersebut melahirkan hubungan erat antara komunitas eksil Indonesia dengan 

kalangan buruh dan organisasi pekerja di Australia. Narasi ini menempatkan 

 
17 Reni Noeraini, “Peranan Partai Buruh Australia Terhadap Perjuangan Kemerdekaan 

Indonesia Tahun 1945-1949.” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 48-86 
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eksil sebagai aktor penting dalam terbentuknya simpati dan dukungan buruh 

Australia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.18 

      Berbeda dengan fokus Lockwood pada pengalaman komunitas eksil 

Indonesia di Australia, penelitian saya menempatkan gerakan buruh 

Indonesia sebagai aktor utama analisis. Penelitian ini lebih menekankan 

bagaimana komunitas pekerja Indonesia yang bekerja dibawah organisasi 

serikat buruh, seperti Waterside Workers’ Federation dan Australian 

Seamen’s Union. Organisasi ini berhasil mengorganisir aksi boikot terhadap 

kapal-kapal Belanda, serta dampak sosial-politik dari aksi tersebut terhadap 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, perbedaan utama 

terletak pada subjek penelitian, sudut pandang analitis, dan tujuan kajian, 

yakni Lockwood menulis sejarah eksil Indonesia, sedangkan saya menelaah 

gerakan solidaritas buruh Indonesia di Australia dan kontribusinya bagi 

Indonesia di awal masa kemerdekaan. 

5. Artikel dalam Jurnal karya Rifal Shodiq Fathoni berjudul “Buruh dan 

Kemerdekaan: Solidaritas Buruh dalam Film Indonesia Calling (1946).” 

      Artikel ini membahas bagaimana film dokumenter Indonesia Calling 

digunakan sebagai medium untuk menampilkan solidaritas buruh Australia 

terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penyusun memfokuskan 

kajiannya pada representasi gerakan buruh dalam film tersebut, serta 

bagaimana film menjadi alat propaganda anti-kolonial yang menentang 

narasi resmi Belanda. Penelitian ini menempatkan film sebagai sumber 

sejarah visual dan menafsirkan bagaimana solidaritas buruh dipresentasikan 

melalui adegan, narasi, dan teknik penyuntingan. Dengan demikian, 

kajiannya lebih menyoroti dimensi representasional dan pembentukan 

memori kolektif tentang solidaritas internasional melalui media film.19 

      Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian saya tidak menelaah 

representasi buruh dalam film, tetapi mengkaji realitas historis dari gerakan 

 
18 Ruppert Lockwood. “The Indonesian Exiles in Australia, 1942-47.” hlm.  37-56. 
19 Rifa’I Shodiq Fathoni. “Buruh dan Kemerdekaan: Solidaritas Buruh dalam Film Indonesia 

Calling (1946).” Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya, 22 (2), hlm. 181-

194. 
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boikot buruh Indonesia di Australia terhadap kapal-kapal Belanda pada 

periode 1945–1949. Fokus saya terletak pada dinamika sosial-politik 

gerakan buruh di pelabuhan-pelabuhan Australia, bentuk aksi boikot, peran 

organisasi seperti Waterside Workers’ Federation  dan Australian Seamen’s 

Union, serta dampak konkritnya terhadap perjuangan diplomatik dan 

logistik Republik Indonesia. Dengan kata lain, jika artikel Rifa’i meneliti 

film sebagai simbol solidaritas buruh, maka penelitian saya menelaah aksi 

nyata buruh sebagai agen sejarah dalam konteks revolusi Indonesia. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengkaji 

gerakan boikot buruh Indonesia di Australia pada era revolusi (1945-1949). Metode 

penelitian sejarah merupakan metode penelitian yang berfokus dalam mengkaji 

peristiwa-peristiwa masa lalu yang melibatkan kehidupan manusia. Tujuannya 

adalah menyusun kembali gambaran masa lampau secara terstruktur dan obyektif.20 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Heuristik 

Tahap pertama dalam metode sejarah adalah heuristik, yaitu proses 

menelusuri, menemukan, dan mengumpulkan data dari beragam sumber, baik 

primer maupun sekunder. Pada tahap ini, peneliti berupaya mencari berbagai bukti 

yang dapat membantu memahami peristiwa masa lampau. Bukti tersebut dapat 

berupa sumber, keterangan, atau rekam-rekam historis lain yang menjadi jejak 

keberadaan suatu peristiwa, dan keseluruhannya dikenal sebagai sumber sejarah.21 

Dalam tahapan heuristik, peneliti mendapatkan sumber-sumber tertulis seperti surat 

kabar Daily Telegraph terbitan tahun 1945, surat kabar The Sydney Morning Herald 

terbitan tahun 1947. Selain surat kabar, peneliti juga mendapatkan buku-buku yang 

relevan dengan topik yang diteliti seperti Gamelan Digul karya Margaret Kartomi, 

Armada Hitam karya Rupert Lockwood, Australia dan Revolusi Indonesia karya 

 
20 Gilbert Joseph Garraghan, A Guide to Historical Method, (New York: Fordham University 

Press, 1957), hlm. 33. 
21 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 55. 
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Margaret George, dan Memoar Seorang Eks-Digulis karya Mohamad Bondan. 

Surat yang ditulis oleh Servicement at Balikpapan kepada Central Komite 

Indonesia Merdeka (CENKIM) di Australia, serta sumber-sumber lainnya yang 

relevan berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari 

berbagai lokasi, baik secara digital maupun langsung, antara lain Perpustakaan 

Nasional, website arsip resmi Australia (Trove), Belanda (Nationaal Archief dan 

Delpher), dan Indonesia (SIDAK), serta berbagai perpustakaan universitas maupun 

perpustakaan swasta. 

a. Sumber Primer 

      Sumber primer merujuk pada bahan historis yang dibuat oleh individu 

yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu 

peristiwa. Dengan kata lain, sumber ini berasal dari pelaku, saksi mata, atau 

pihak yang hadir secara langsung pada kejadian yang dideskripsikan, 

sehingga memiliki kedekatan paling tinggi dengan realitas peristiwa 

tersebut.22 

1) Sumber Tulisan 

      Sumber tertulis adalah semua peninggalan masa lampau yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan, baik yang ditulis di atas kertas, 

batu, lontar, kulit kayu, logam, maupun media lain, yang berfungsi 

untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa sejarah. 

Sumber tertulis menjadi bukti langsung dari aktivitas manusia di 

masa lalu, karena memuat ekspresi pikiran, keputusan, dan tindakan 

mereka dalam bentuk teks.23 

a) Surat Kabar: 

1) “200 Indonesian Seamen to Appear in Court Today,” 

Daily Mercury, Mackay, 8 Oktober 1945. 

2) “26 Indonesians Jump Dutch Ship,” Tribune, Sydney, 

13 Desember 1946. 

 
22 Louis Gottschalk, Understanding History, (New York: Alfred Knopf, 1975), hlm. 53-55 
23 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 74 
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18) “Awaiting Supplies,” The Courier-Mail, Brisbane, 5 
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2. Kritik 

Tahapan yang kedua yaitu Kritik. Sumber yang diperoleh melalui proses 

heuristik harus melalui tahap pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan 

melalui kritik. Setelah topik penelitian dipahami dengan jelas dan sumber-sumber 

telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah kritik. Setelah berbagai sumber 

dikumpulkan melalui tahap heuristik, langkah selanjutnya adalah melakukan proses 

kritik atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menilai keabsahan sumber untuk 

memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Verifikasi 

mencakup dua bentuk kritik: kritik eksternal, yang bertujuan menilai keaslian atau 

otentisitas suatu sumber, dan kritik internal, yang bertujuan menilai sejauh mana isi 
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sumber tersebut dapat dianggap kredibel. Melalui tahapan ini, peneliti dapat 

membedakan sumber yang sahih dari sumber yang meragukan sebelum 

melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.25 Peneliti memfokuskan tahapan ini 

terhadap sumber-sumber yang peneliti dapatkan dari berbagai lokasi mengenai 

pemogokan buruh Indonesia di Australia. 

a) Kritik Ekstern 

      Kritik Ekstern merupakan pengujian keaslian (otentisitas) dari sumber 

yang telah temukan, apakah sumber tersebut valid, asli atau bukan tiruan? 

Sumber tersebut utuh dalam arti belum berubah, baik bentuk maupun 

isinya. Selain itu juga didasarkan pada latar belakang pengarang dan waktu 

penyusunan.26  

      Pertama, penetapan tanggal suatu dokumen merupakan bagian penting 

dalam menguji keasliannya. Jika sebuah dokumen tidak mencantumkan 

waktu penyusunannya, maka peneliti dapat menentukan tanggal perkiraan 

dengan menggunakan prinsip dasar dalam kronologi sejarah. Dalam hal 

ini, sejarawan biasanya mengacu pada dua konsep: terminus non ante 

quem, yaitu batas waktu yang menunjukkan bahwa dokumen tidak 

mungkin dibuat sebelum suatu peristiwa tertentu; dan terminus non post 

quem, yaitu batas waktu yang menandakan bahwa dokumen tersebut tidak 

mungkin disusun setelah peristiwa tertentu. Melalui pendekatan ini, 

peneliti dapat menempatkan dokumen dalam rentang waktu yang logis 

meskipun tanggal pastinya tidak disebutkan.27 

      Kedua, selain waktu penyusunannya, lokasi pembuatan sumber juga 

perlu ditelusuri. Mengetahui di mana sebuah dokumen disusun membantu 

peneliti menilai tingkat keasliannya. Jika dokumen tersebut ditemukan di 

lembaga penyimpanan resmi, seperti arsip negara, kantor pemerintahan, 

atau perpustakaan, maka keberadaannya di tempat-tempat tersebut 

memberi pertanda awal bahwa dokumen tersebut kemungkinan besar 

 
25 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hlm. 98-99. 
26 Sulasman. Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2014), hlm.102 
27 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 147. 
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autentik. Dengan demikian, penelusuran asal-usul dan tempat 

penyimpanan sumber menjadi salah satu langkah penting dalam 

memastikan validitasnya.28 

      Ketiga, menelusuri siapa yang menyusun suatu sumber merupakan 

langkah penting dalam proses verifikasi. Upaya ini melibatkan identifikasi 

pengarang serta kajian mengenai latar belakangnya, termasuk pendidikan, 

karakter, dan pandangan yang dapat memengaruhi cara ia merekam 

peristiwa. Penentuan keaslian dokumen biasanya dapat diperkuat melalui 

bukti fisik seperti tanda tangan, tulisan tangan, jenis huruf yang digunakan, 

atau cap jempol. Selain itu, memahami konteks sosial dan aktivitas 

pembuat sumber juga berperan penting, terutama ketika menilai 

kredibilitas isi dokumen dalam tahap kritik internal.29 

      Keempat, bahan fisik yang digunakan untuk membuat sebuah sumber 

juga perlu dianalisis karena dapat memberikan petunjuk penting mengenai 

keasliannya. Setiap periode sejarah memiliki karakteristik material 

tertentu, sehingga kesesuaian bahan dengan zamannya menjadi indikasi 

autentisitas. Misalnya, kertas baru dikenal luas di Indonesia setelah 

kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, dan penggunaannya pun masih 

terbatas. Sebelum itu, naskah biasanya ditulis di atas lontar, daun nipah, 

kulit kayu, atau bahan daluang yang umum ditemukan di wilayah Sunda. 

Selain media tulis, jenis tinta yang dipakai juga harus diteliti, bahkan 

secara kimiawi, karena komposisi tinta berubah mengikuti perkembangan 

teknologi dari masa ke masa.30 

      Kelima, pemeriksaan terhadap tulisan tangan, tanda tangan, meterai, 

bentuk huruf, maupun watermark pada kertas merupakan bagian penting 

dalam menentukan keaslian sebuah sumber. Unsur-unsur tersebut dapat 

memberikan informasi mengenai asal-usul dokumen, karena setiap jenis 

 
28 Gilbert Garraghan, A Guide to Historical Method, hlm. 221. 
29 Gilbert Garraghan, A Guide to Historical Method, hlm. 71 
30 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 122. 
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tulisan, cap, atau penanda air biasanya memiliki karakteristik khas yang 

menunjukkan waktu dan tempat pembuatannya.31 

      Keenam, menentukan apakah suatu sumber merupakan naskah asli 

atau hanya salinan merupakan bagian penting dalam analisis sumber. 

Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah isi dokumen masih 

sesuai dengan bentuk awalnya atau sudah mengalami perubahan selama 

proses penyalinan. Hal ini sangat relevan terutama untuk dokumen dari 

masa lalu, ketika reproduksi hanya dapat dilakukan dengan menulis ulang 

secara manual, yang membuka peluang terjadinya kesalahan atau 

penyimpangan. Sementara itu, dokumen modern yang diperbanyak 

melalui fotokopi atau kertas karbon umumnya lebih dapat dipercaya, 

meskipun teknologi reproduksi tersebut juga tidak sepenuhnya bebas dari 

risiko pemalsuan. Karena itu, kehati-hatian tetap diperlukan dalam menilai 

keaslian setiap salinan.32 

      Ketujuh, Pertanyaan mengenai apakah suatu sumber masih utuh atau 

telah mengalami perubahan harus dijawab melalui kritik teks. Melalui 

tahap ini, peneliti menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan, 

penambahan, atau pengurangan yang terjadi pada dokumen, serta berusaha 

merekonstruksi isi naskah sebagaimana bentuk aslinya ketika pertama kali 

ditulis oleh pengarang. Dalam konteks penelitian sejarah, dokumen yang 

diperbanyak melalui fotokopi atau kertas karbon umumnya tetap dapat 

dianggap sebagai bentuk asli, selama tidak ada indikasi perubahan 

terhadap isi yang dihasilkan dari sumber awal.33 

      Cara kerja pada kritik ektern tersebut kemudian diterapkan dalam penelitian 

yang akan penyusun teliti dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada 

tahapan heuristik, yakni sebagai berikut: 

      Surat kabar The Sydney Morning Herald edisi 26 Juli 1947. Pada bagian 

kepala/kop Surat kabar biasanya memuat tanggal penerbitan surat, begitu juga 

 
31 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 123. 
32 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 55. 
33 Gilbert Garraghan, A Guide to Historical Method, hlm 169. 
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dengan surat kabar The Sydney Morning Herald ini. Surat kabar tersebut pada 

bagian kepala/kop suratnya memuat tulisan 26 Juli 1947 yang memberikan 

informasi bahwa surat kabar ini diterbitkan pada waktu yang tertera tersebut. Surat 

kabar yang didapatkan oleh peneliti ini tidak menyalahi zaman dan relevan dengan 

zaman tersebut dimana penggunaan angka yang tertera sudah banyak digunakan 

pada tulisan-tulisan di tahun 1945-1949. 

      Selain memuat informasi mengenai waktu penerbitan surat kabar, pada bagian 

kepala/kop surat juga memuat informasi mengenai lokasi pembuatan surat. 

Informasi tersebut tertera pada bagian paling bawah kepala/kop surat The Sydney 

Morning Herald terbitan 26 Juli 1947, yakni di Sydney. Penyusun mengetahui 

bahwa hal tersebut merupakan lokasi pembuatannya, karena terdapat kata Sydney 

sebagai tempat nama tempat pada waktu itu. 

      Surat kabar The Sydney Morning Herald dibuat dan diterbitkan oleh Fairfax 

dengan Sydney Deamer sebagai redaksinya. Tapi, untuk percetakannya, dicetak di 

perusahaan penerbitnya, John Fairfax & Sons, yang berlokasi di Sydney, Australia. 

      Bahan pembuatan pada percetakan surat kabar The Sydney Morning Herald 

menggunakan kertas koran (newsprint) yang dicetak oleh perusahaan Fairfax, hal 

tersebut relevan dengan tahun tersebut dimana percetakan dan kertasnya sudah 

banyak masuk ke Australia. Selain itu, pada taun tersebut juga sudah bertebaran 

surat kabar lainnya yang sudah terbit seperti The Courrier Mail dan The Barrier 

Miner dengan menggunakan kertas Koran dan percetakan sebagai alat atau 

bahannya. 

      Surat kabar The Sydney Morning Herald ini didapatkan dalam bentuk asli yang 

sudah didigitalkan oleh Trove yang menyediakan akses terhadap koleksi digital 

surat kabar atau majalah langka, foto, gambar dan lain sebagainya dari website 

digital yang dikelola oleh pemerintahan Australia. Surat kabar yang didapatkan ini 

terdapat beberapa perubahan, tapi tidak begitu banyak seperti perubahan warna 

kertas dari warna putih keburam-buraman menjadi putih cerah meskipun masih 

terdapat bintik-bintik buramnya karena efek dari pengalihan menjadi digital. Selain 

itu, terdapat beberapa kata yang tertutup karena bekas sobek dan kelupas. Namun, 

makna dan isinya masih bisa dipahami karena teks yang terlihat utuhnya lebih 
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banyak. Melalui tahapan kritik ekstern tersebut, surat kabar The Sydney Morning 

Herald ini layak digunakan. 

b) Kritik Intern 

      Kritik intern adalah proses pengujian untuk menilai keabsahan dan kredibilitas 

suatu sumber dengan menitikberatkan pada isi atau aspek internalnya. Tujuan utama 

dari kritik ini adalah untuk menentukan apakah kesaksian yang terdapat dalam 

sumber dapat dipercaya.34  

      Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi isi sumber untuk 

memastikan apakah dokumen tersebut resmi atau tidak. Hal ini dilakukan dengan 

memeriksa bagian kepala atau kop surat, lalu membandingkannya dengan dokumen 

lain, baik yang serupa tetapi berbeda edisi maupun dokumen lain yang dibuat pada 

periode yang sama.35 

      Selanjutnya, peneliti harus mampu menetapkan makna sebenarnya dari 

informasi yang diberikan. Karena bahasa bersifat dinamis, kata-kata dalam 

dokumen bisa memiliki arti harfiah maupun makna yang lebih dalam sesuai 

konteksnya.36 

       Selain itu, kredibilitas saksi atau penyusun dokumen juga harus dianalisis. Hal 

ini mencakup penilaian atas kompetensi mereka dalam memberikan informasi dan 

kejujuran mereka saat menyampaikannya. Jika ketiga aspek tersebut berhasil 

dianalisis dengan benar, maka sumber tersebut dapat dianggap kredibel dan layak 

dijadikan rujukan dalam penelitian.37 

      Surat kabar The Sydney Morning Herald edisi tahun 1947 merupakan salah satu 

media terkemuka di Australia yang telah lama menjadi sumber informasi penting. 

Surat kabar ini diterbitkan oleh John Fairfax & Sons, yang dikenal sebagai 

perusahaan penerbit ternama. Pada masa itu, surat kabar ini berfungsi sebagai salah 

satu media utama yang menyampaikan berita lokal, nasional, maupun internasional, 

mencerminkan kebijakan editorial yang konsisten dalam menyajikan fakta.   

 
34 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, hlm. 91-92. 
35 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 138. 
36 Louis Gottschalk, Understanding History, hlm. 57. 
37 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, hlm. 94-96. 
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      Kesaksian yang disampaikan dalam The Sydney Morning Herald pada tahun 

tersebut menunjukkan bahwa surat kabar ini memainkan peran signifikan dalam 

menyampaikan informasi pascaperang dunia kedua, termasuk perkembangan 

ekonomi, sosial, dan politik. Kredibilitas surat kabar ini juga terlihat dari 

penggunaan bahasa formal dan penyajian data yang terverifikasi, yang menjadi 

standar jurnalistik pada masa itu. Selain itu, The Sydney Morning Herald memiliki 

reputasi sebagai surat kabar yang independen, mendukung penyebaran informasi 

faktual, sehingga memperkuat kepercayaan pembacanya.   

      Kredibilitas pembuat tulisan pada The Sydney Morning Herald dapat dinilai 

tinggi karena para jurnalis yang bekerja di bawah Fairfax dikenal memiliki 

kompetensi jurnalistik yang mumpuni. Sebagai media arus utama, surat kabar ini 

memiliki prosedur ketat untuk memverifikasi berita yang diterbitkan, sehingga 

kejujuran dan ketepatan informasinya terjamin. Dalam konteks waktu tersebut, 

yakni tahun 1947, Australia sedang mengalami transisi pascaperang menuju 

pemulihan ekonomi dan sosial. Surat kabar ini menjadi saluran informasi penting 

dalam menggambarkan kondisi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan peristiwa 

global.   

      Apabila dikomparasikan dengan konteks pada waktu tersebut, yakni tahun 1947 

dapat dianggap kredibel sebagai sumber informasi sejarah. Berita yang 

disampaikan sesuai dengan realitas zaman, didukung oleh reputasi penerbit yang 

terpercaya, serta relevan dalam menggambarkan kondisi sosial-politik di Australia 

pada masa tersebut. 

3. Interpretasi 

Tahapan selanjutnya yaitu Interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sering 

dianggap sebagai sumber subjektivitas. Sejarawan yang bertanggung jawab akan 

mencantumkan data beserta sumber asalnya. Dengan demikian, orang lain dapat 

meninjau kembali dan memberikan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, 

subjektivitas dalam penyusunan sejarah diakui keberadaannya, tetapi tetap 

diupayakan untuk diminimalkan. Dalam tahapan interpretasi, peneliti bersikap 
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objektif terhadap sumber yang telah melalui tahap kritik dan memahami sumber 

tersebut apa adanya.38 

Dalam proses interpretasi, surat kabar ini juga dianalisis untuk mengungkap 

hubungan antara Australia dan negara-negara lain, termasuk posisinya dalam 

peristiwa global seperti perundingan dalam PBB dan dinamika Perang Dingin yang 

mulai muncul. Ini memperlihatkan bagaimana media berperan dalam membentuk 

opini publik mengenai isu internasional.  

Selain itu narasi dalam surat kabar tersebut menyatakan bahwa pada periode 

tersebut, Australia mengalami peningkatan kesadaran politik dan sosial, terutama 

di kalangan buruh dan organisasi kiri yang menentang imperialisme. Serikat buruh 

Australia, yang memiliki hubungan erat dengan berbagai serikat buruh Australia, 

memandang perjuangan Indonesia sebagai bagian dari perjuangan global melawan 

kolonialisme dan eksploitasi. Hal ini dipertegas dengan kebijakan solidaritas buruh 

internasional yang menjadi prinsip utama serikat buruh pada masa itu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial yang 

dikembangkan Charles Tilly dalam karyanya Social Movements, 1768-2004. Tilly 

memandang gerakan sosial sebagai hasil dari proses historis yang panjang, di mana 

kelompok masyarakat mengembangkan cara-cara tertentu untuk menyampaikan 

tuntutan dan melakukan tekanan politik. Ia menegaskan bahwa gerakan sosial dapat 

dipahami melalui tiga unsur pokok, yaitu repertoar aksi, mobilisasi, dan struktur 

peluang politik. Repertoar aksi merujuk pada pilihan tindakan yang dianggap wajar 

dan efektif oleh kelompok tertentu pada suatu periode.39 Dalam konteks penelitian 

ini, tindakan buruh Australia yang menolak melayani kapal-kapal Belanda 

merupakan bagian dari tradisi aksi industri yang memang sudah lazim dilakukan 

oleh serikat buruh di negara tersebut. Boikot pelabuhan menjadi cara yang paling 

strategis karena buruh berada di posisi yang langsung dapat mengganggu aliran 

logistik kolonial. 

Tilly juga menempatkan mobilisasi sebagai faktor kunci yang menentukan 

apakah sebuah aksi dapat berkembang menjadi gerakan yang berpengaruh. 

 
38 Gilbert Garraghan, A Guide to Historical Method, hlm. 40. 
39 Charles Tilly, Social Movements (1768-2004), (London: Paradigm, 2004), hlm. 5. 
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Mobilisasi berkaitan dengan bagaimana sebuah kelompok mengorganisir 

anggotanya, memanfaatkan jaringan sosial, serta mengelola sumber daya untuk 

melakukan aksi bersama. Gerakan boikot buruh di Australia menunjukkan bentuk 

mobilisasi yang kuat, terlihat dari keterlibatan pelaut dan pekerja Indonesia yang 

menjadi tulang punggung koordinasi, mulai dari penyebaran keputusan boikot, 

pengaturan aksi di lapangan, hingga menjaga kesolidan antarburuh di berbagai 

pelabuhan.40 

Selain itu, teori Tilly mengenai struktur peluang politik memberikan 

penjelasan penting mengenai kondisi yang memungkinkan gerakan sosial dapat 

muncul dan bertahan. Menurut Tilly, suatu aksi kolektif biasanya tumbuh ketika 

terdapat ruang politik yang memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk 

mengekspresikan tuntutannya. Pada masa 1945-1949, situasi politik Australia 

relatif mendukung aksi buruh yang berpihak pada perjuangan Indonesia. 

Pemerintah Australia tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Belanda, Partai 

Buruh memiliki pengaruh besar, dan sentimen anti-kolonial sedang menguat setelah 

Perang Dunia II. Keseluruhan kondisi ini menciptakan landasan moral sekaligus 

kesempatan politik bagi buruh untuk mempraktekkan tindakan boikot tanpa 

menghadapi represi langsung dari negara.41 

 

4. Historiografi 

Terakhir, tahapan yang harus dilakukan oleh sejarawan yakni historiografi 

atau penyusunan. Seperti telah dijelaskan, melalui kritik kita dapat mengumpulkan 

data, yang selanjutnya diolah menjadi fakta. Melalui proses interpretasi dan sintesis, 

fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan 

logis dalam bentuk historiografi. Dalam hal ini, kemampuan menulis (art of 

writing) memegang peranan penting. Saat seorang sejarawan mulai menuliskan 

laporan hasil penelitiannya, itu menandai tahap akhir dari penerapan metode sejarah 

yang dilakukannya.42 

 
40 Charles Tilly, Social Movements (1768-2004), hlm. 6. 
41 Charles Tilly, Social Movements (1768-2004), hlm. 6. 
42 Louis Gotschalk, Understanding History, hlm. 48-50. 
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      Dalam tahapan historiografi ini, penyusun menuangkan hasil imajinatif atau 

penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan berdasarkan fakta yang 

sebenarnya menjadi sebuah karya tulis. Dalam pembahasan ini, penyusun akan 

menuliskan gambaran tentang gerakan boikot buruh Indonesia di Australia pada era 

revolusi tahun 1945-1949. 

      BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian yang 

meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Bab ini memberikan seluruh 

gambaran penelitian sebagai acuan pada bab-bab berikutnya. 

      BAB II, pada bab ini akan dibahas mengenai awal mula kedatangan serikat 

buruh asal Indonesia di Australia. Selain itu dibahas juga mengenai faktor penyebab 

bagaimana serikat buruh Indonesia menginisiasi gerakan boikot terhadap 

pemerintah kolonial Belanda. 

      BAB III, pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana para serikat buruh 

Indonesia berperan dalam melakukan gerakan boikot selama periode revolusi dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

      BAB IV, pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian mengenai Gerakan 

Buruh Indonesia di Australia pada Era Revolusi  Tahun 1945-1949. 

 

  


